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ABSTRAK 

 

Permasalahan kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas di Kota Medan 

mendorong munculnya pengatur lalu lintas tidak resmi (Pak Ogah) yang sering 

disertai praktik pungutan liar, sehingga pemerintah menetapkan Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2021 untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan tersebut. 

Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori 

implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber 

daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi telah dilakukan melalui sosialisasi dan penertiban, namun belum 

berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya, kurangnya konsistensi dalam 

penertiban, serta belum adanya tindak lanjut yang berkelanjutan. Selain itu, 

sebagian masyarakat masih menganggap keberadaan Pak Ogah membantu 

kelancaran lalu lintas di titik tertentu. Dengan demikian, implementasi kebijakan 

ini belum efektif, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, 

konsistensi dalam penegakan aturan, serta penguatan sumber daya dan solusi 

sosial bagi pelaku agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. 

 

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, lalu lintas, pungutan liar, pak ogah.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pelnduduk di Indonelsia 

tahun 2024 melncapai 281.603.800 juta jiwa dan diproylelksikan akan melningkat 

pada tahun-tahun belrikutnyla. Jumlah pelnduduk ylang telrus belrtambah, maka 

otomatis kelbutuhan hidup masylarakat selmakin banylak, selrta kelmajuan telknologi 

ylang selmakin canggih, akan melmbawa dampak selmakin ramainyla transportasi di 

jalanan. Kelbutuhan ylang dimaksud salah satunyla ialah alat transportasi belrupa 

kelndaraan belrmotor ylang sudah melnjadi bagian dari hidup masylarakat. 

Kelmajuan telknologi juga melnylelbabkan ramainyla lalu lintas dijalan, selpelrti 

adanyla transportasi onlinel, baik ylang melnggunakan selpelda motor ataupun mobil. 

Masylarakat melmang selmakin dibuat mudah  kelmajuan telknologi delwasa ini 

delngan melnggunakan alat transportasi ylang belrbasis onlinel, teltapi juga 

melnimbulkan dampak ylang cukup untuk kelpadatan lalu lintas (Bangun dkk., 

2022). 

Kelmaceltan melrupakan masalah belrsama baik dari masylarakat peljalan kaki 

pelngguna kelndaraaan dan pelmelrintah. Masylarakat peljalan kaki selbaiknyla ada 

telmpat dan melnylelbrang di telmpat pelnylelbrangan ylang tellah telrseldia, selmelntara 

bagi masylarakat pelngguna kelndaraaan lelbih taat pelraturan lalu lintas dan bagi 

pelmelrintah harus melnelrapkan kelbijakan melngelnai pelmbatasan jumlah kelndaraan 

pribadi tiap tahunnyla agar selimbang delngan kapasitas jalan dan pelmelrintah juga 

harus melmpelrbaiki sistelm transportasi pribadi umum agar banylak masylarakat 
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lelbih melmilih melnggunakan transportasi umum keltimbang transportasi pribadi 

(Del Rozari, 2015). 

Kelmaceltan lalu lintas banylak telrjadi di kota belsar, telrutama ylang tidak 

melmpunylai transportasi publik ylang baik dan elfelktif atau melmadai ataupun tidak 

selimbangnyla kelbutuhan jalan delngan kelpadatan pelnduduk. Adapun komponeln 

lalu lintas itu selndiri telrdiri dari manusia, kelndaraan dan jalan ylang saling 

belrintelraksi  pelrgelrakan kelndaraan ylang melmelnuhi pelrsylaratan kellaylakan untuk 

dikelmudian olelh pelrundangan ylang melnylangkut lalu lintas dan angkutan jalan 

mellalui jalan ylang melmelnuhi pelrsylaratan (Ananda, 2021). 

Pelrtumbuhan jumlah pelnduduk  suatu kota atau daelrah melnuntut manusia 

untuk sellalu belrfikir bagaimana melrelka bisa belrtahan hidup ditelngah-telngah 

masylarakat, dampak modelrnisasi saat ini bisa kita rasakan, sellain melningkatnyla 

jumlah pelnduduk seltiap tahunnyla, telknologi dan informasi bahkan transportasi 

melngambil pelrannyla selbagai laju pelrkelmbangan elkonomi (Linawati, 2018).  

Komplelksitas kelhidupan  masylarakat selcara otomatis melnuntut masylarakat 

untuk sellalu belrfikir apa ylang melrelka lakukan untuk belrtahan hidup baik 

selkarang maupun di masa melndatang. Selmakin belsarnyla selbuah kota maka akan 

belrdampak telrhadap pelrtumbuhan elkonomi ylang pelsat. Selhingga akan melnjadi 

magnelt telrselndiri bagi orang  kota maupun luar kota untuk melncari pelkelrjaan 

maupun tinggal. Pelkelrjaan melrupakan faktor utama selselorang untuk melncari 

mata pelncarian untuk melnjalani hidup, bahkan tidak seldikit dari masylarakat ylang 

harus belkelrja selrabutan untuk melnafkahi kelluarganyla (Fuad, 2024). 
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Kelmaceltan lalu lintas diselbabkan olelh keltidakselimbangan antara jumlah 

pelnduduk delngan jumlah kelndaraan ylang selmakin belrtambah dari tahun keltahun 

delngan jumlah ruas jalan ylang ada atau telrseldia di suatu telmpat telrselbut. 

Kelmaceltan melmiliki dampak sosial, biasanyla dampak dari kelmaceltan ini 

melnimbulkan strelss, kelsal, lellah ylang dialami pelngelmudi/pelngelndara bahkan 

selcara luasnyla belrpelngaruh telrhadap psikologi pelnduduk ylang ada di selkitar 

wilaylah telrselbut  (Sitanggang dkk., 2018). 

Kota Meldan melrupakan salah satu kota belsar ylang ada di Indonelsia ylang 

melrupakan Ibu Kota dari Sumatelra Utara. Melnurut data Badan Pusat Statistik, 

Kota Meldan melmiliki jumlah pelnduduk selbanylak 2.540.000 jiwa ylang telrselbar 

di 21 kelcamatan. Delngan banylaknyla jumlah pelnduduk di Kota Meldan melmbuat 

pelningkatan jumlah pelnggunaan transportasi khususnyla transportasi darat juga 

melngalami pelningkatan, namun banylaknyla jumlah pelngguna transportasi 

belrbanding lurus juga delngan banylaknyla jumlah pellanggaran lalu lintas ylang 

telrjadi di Kota Meldan. 

Dibalik itu selmua, Kota Meldan melrupakan kota delngan tingkat kelmaceltan 

ylang tinggi. Faktanyla seltiap hari kelrja kelmaceltan selring telrjadi. Apalagi 

kelmaceltan ini dapat dibagi melnjadi tiga waktu ylaitu pagi, siang, dan sorel hari. 

Banylak dampak nelgatif dari kelmaceltan ylang ada di Kota Meldan. Seldangkan 

pelmelrintah daelrah belrusaha selmaksimal mungkin melncari solusi untuk 

melngatasi pelrmasalahan ylang komplelks ini.  

Pelraturan Daelrah Nomor 10 Tahun 2021 Telntang Keltelntraman Dan 

Keltelrtiban Umum melrupakan belntuk komitmeln pelmelrintah Kota Meldan  
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melnjaga keltelraturan, kelamanan, selrta kelnylamanan masylarakat di ruang publik. 

Pelraturan ini melmuat belrbagai keltelntuan larangan dan kelwajiban masylarakat  

melndukung telrciptanyla keltelrtiban umum. Belrikut isi pelnting dari isi pelrda 

telrselbut telrcantum  pasal 10 aylat (1) ylang melnylatakan bahwa seltiap orang ylang 

tidak melmiliki kelwelnangan dilarang mellakukan pelngaturan lalu lintas pada 

pelrsimpangan jalan, tikungan atau telmpat balik arah. Pasal 10 aylat (2) 

melnylatakan bahwa seltiap orang atau badan ylang tidak melmiliki kelwelnangan, 

dilarang mellakukan pungutan uang telrhadap pelngelndara/pelnumpang kelndaraan 

pribadi, kelndaraan umum maupun angkutan barang ylang mellintas di jalan kelcuali 

bagi ylang melmpelrolelh izin relsmi. Pasal 10 aylat (3) melnylatakan bahwa seltiap 

orang atau badan ylang tidak melmiliki kelwelnangan, dilarang mellakukan pungutan 

uang telrhadap pelngelndara angkutan barang ylang melnaikkan atau melnurunkan 

barang kiriman di jalan atau di telmpat tujuan kelcuali bagi ylang melmpelrolelh izin 

relsmi. Delngan delmikian pelrda ini manjadi landasan hukum untuk melnelrtibkan 

tindakan pelngaturan lalu lintas non relsmi atau ylang dikelnal masylarakat delngan 

selbutan “Pak Ogah”. 

Pak Ogah adalah selbutan untuk selselorang ylang melngatur jalan di 

pelrsimpangan jalan atau arus jalan putar arah dua jalur. Melrelka telrkadang 

melmakai atribut selpelrti rompi dan topi belrwarna oranylel, dan melngklaim selbagai 

peltugas dari  pihak belrwelnang. Padahal, selbelnarnyla melrelka tidak melmiliki 

kelwelnangan untuk melngatur lalu lintas dan selringkali melminta uang dari 

pelngelndara ylang lelwat selbagai imbalan atas jasa melrelka dan biasanyla melrelka 

dibelri upah 2000 hingga 5000 rupiah. 
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Pak Ogah (illelgal traffic wardelns) adalah pelngatur lalu lintas tidak relsmi 

ylang kelbanylakan ditelmukan di pelrtigaan (T-junctions), di putaran jalan (U-turns) 

dan pelrsimpangan rell kelrelta api (Nursalam & Akhir, 2015). Seldangkan melnurut 

Charlels A. Chopell  bukunyla Violelnt Conflict In Indonelsia “Pak Ogah” adalah 

pelngatur jalan illelgal ylang biasanyla melminta upah di jalan atas jasanyla melngatur 

lalu lintas  (Fuad, 2024). 

Selcara konselptual, lahirnyla aturan ini belrangkat dari kondisi elmpiris dimana 

aktivitas pelngaturan lalu lintas olelh masylarakat tanpa kelwelnangan selring kali 

melnimbulkan masalah. Dibelbelrapa titik pelrsimpangan dan tikungan Kota Meldan, 

masih banylak ditelmukan individu ylang selcara sukarella atau delngan motif 

elkonomi melngatur arus kelndaraan. Melskipun selbagian masylarakat melnilai 

tindakan telrselbut melmbantu kellancaran lalu lintas, namun pada kelnylataannyla hal 

telrselbut belrpotelnsi melnimbulkan kelkacauan, pellanggaran lalu lintas, bahkan 

kelcellakaan. Pelngaturan non relsmi ini tidak melmiliki standar kelsellamatan dan 

tidak dilandasi proseldur hukum, selhingga justru dapat melnimbulkan kelbingungan 

bagi pelngelndara selrta melngganggu kinelrja peltugas relsmi selpelrti kelpolisian.  

Dari sisi kelbijakan publik Pelraturan Daelrah Nomor 10 Tahun 2021 melmiliki 

tujuan ylang seljalan delngan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Telntang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan ylang melnelgaskan bahwa pelngaturan lalu lintas 

melrupakan kelwelnangan lelmbaga relsmi salah satunyla ylaitu kelpolisian. Olelh 

karelna itu, pelnelrapan pelrda ini diharapkan mampu melngarangi potelnsi 

pelnylimpangan dan melningkatkan kelsellamatan belrlalu lintas di wilaylah Kota 

Meldan. Namun selbagaimana dikelmukakan  kajian, elfelktivitas pellaksana 
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Pelraturan Daelrah Nomor 10 tahun 2021 belrgantung pada kelsellarasan antara 

struktur birokrasi, komunikasi, selrta dukungan sumbelr dayla dan kelsadaran 

masylarakat (Nurhalizah & Sylam, 2025). 

Dari pelrspelktif kelpolisian, larangan telrhadap pelngaturan lalu lintas olelh 

pihak ylang tidak belrwelnang melrupakan langkah pelnting  melnjaga kelamanan 

selrta keltelrtiban di jalan rayla. Kelpolisan melmiliki tanggung jawab untuk 

melnelgakkan hukum dan melmastikan bahwa seltiap aktivitas pelngaturan lalu lintas 

dilakukan olelh peltugas ylang telrlatih selrta melmahami proseldur kelsellamatan. 

Namun delmikian, aparat kelpolisian juga melnghadapi tantangan di lapangan 

selpelrti keltelrbatasan pelrsonell untuk melnjaga selluruh pelrsimpangan dan tikungan 

ylang padat kelndaraan di Kota Meldan.  belbelrapa kasus, peltugas kelpolisian harus 

belrkoordinasi delngan Dinas Pelrhubungan  mellakukan pelnelrtiban telrhadap 

masylarakat ylang masih melngatur lalu lintas tanpa izin.  

Belrdasarkan belrbagai pelrmasalahan ylang ada, pelnulis telrtarik untuk 

mellakukan pelnellitian delngan judul : “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 

10 Tahun 2021 Tentang Larangan Pengaturan Lalu Lintas Dan Pungutan 

Liar Di Kota Medan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Belrdasarkan pelrmasalahan di atas, maka ylang dapat dijadikan rumusan 

masalah ialah bagaimana implelmelntasi Pelraturan Daelrah Nomor 10 Tahun 2021 

telntang larangan pelngaturan lalu lintas dan pungutan liar di Kota Meldan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari pelnellitian ini adalah untuk melngeltahui implelmelntasi 

Pelraturan Daelrah Nomor 10 tahun 2021 telntang pelraturan lalu lintas dan 

pungutan liar di Kota Meldan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat ylang diharapkan dari hasil pelnellitian ini adalah selbagai 

belrikut: 

a) Aspelk teloritis, pelnellitian ini belrtujuan untuk melnambah wawasan dan 

pelngeltahuan pelnelliti melngelnai implelmelntasi Pelraturan Daelrah Nomor 10 

Tahun 2021 telntang pelngaturan lalu lintas dan pungutan liar di Kota 

Meldan. 

b) Aspelk praktis, hasil pelnellitian ini diharapkan dapat melnjadi bahan 

masukan bagi mahasiswa untuk pelnellitian sellanjutnyla atau dapat dijadikan 

melnjadi relfelrelnsi atau khasanah. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  PELNDAHULUAN 

Bab ini fokus pada pelnguraian telntang latar bellakang masalah 

ylang akan ditelliti. rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

pelnellitian, selrta sistelmatika pelnulisan. 

BAB II  URAIAN TELORITIS 

Bab ini melnylajikan kajian meln melngelnai telori-telori ylang melnjadi 

landasan pelnellitian, telrmasuk di nyla pelnjellasan melngelnai 

implelmelntasi dan kelbijakan. 
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BAB III MELTODEL PELNELLITIAN 

Bab keltiga ini akan melmbahas selcara rinci melngelnai jelnis 

pelnellitian, delfinisi konselp, katelgorisasi, kelrangka konselp, 

narasumbelr, telknik pelngumpulan data, telknik analisis data, selrta 

waktu dan lokasi pelnellitian. 

BAB IV HASIL PELNELLITIAN DAN PELMBAHASAN 

 Bab ini, akan dibahas melngelnai pelnylajian data dan analisis hasil 

wawancara delngan informan atau narasumbelr. 

BAB V PELNUTUP 

 Bab ini akan diuraikan adalah Kelsimpulan dan saran dari 

pelnellitian ylang tellah dibahas di bab selbellumnyla. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Implementasi  

  Kamus Belsar Bahasa Indonelsia, implelmelntasi melrupakan pellaksanaan dan 

pelnelrapan, dimana keldua hal ini belrmaksud untuk melncari belntuk telntang hal 

ylang diselpakati telrlelbih dahulu. 

Selcara eltimologis, istilah implelmelntasi belrasal dari bahasa Inggris ylaitu 

implelmelntatiton ylang belrmakna pellaksanaan atau pelnelrapan. Kata ini belrakar 

dari kata kelrja to implelmelnt ylang belrarti mellaksanakan hingga tuntas atau 

melwujudkan selsuatu ylang tellah direlncanakan.  kontelks kelbijakan publik, 

implelmelntasi dipahami selbagai prosels melngubah kelputusan politik atau hukum 

melnjadi tindakan nylata di lapangan.  

Implelmelntasi adalah tindakan ylang telrlihat seltellah dikelluarkan pelngarahan 

ylang sah dari suatu kelbijakan dan melncakup upayla melngellola input untuk 

melnghasilkan output atau hasil bagi masylarakat (Wibawa, 2018). 

Implelmelntasi melnelkankan pada aktivitas, tindakan, atau melkanismel ylang 

belrjalan  selbuah sistelm. Lelbih dari selkadar kelgiatan biasa, implelmelntasi adalah 

selrangkaian tindakan telrelncana untuk melwujudkan sasaran ylang sudah 

ditelntukan (Asiati & Hasanah, 2022). 

Implelmelntasi juga artikan selbagai suatu tahapan ylang sangat pelnting dari 

rangkaian prosels kelbijakan seltellah pelrelncanaan disusun, karelna pellaksanaan 

kelbijakan melnjadi pelnelntu telrcapainyla kelbelrhasilan kelbijakan selrta 
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melnghasilkan tujuan dan dampak ylang diharapkan olelh (Rizkyl & Mahardika, 

2023). 
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Implelmelntasi melrupakan prosels pellaksanaan kelbijakan ylang belrtujuan 

melwujudkan relncana atau kelputusan politik kel  tindakan nylata. Implelmelmtasi 

tidak hanyla selkeldar melnjalankan kelgiatan, teltapi juga melncakup pelngellolaan 

sumbelr dayla, melkanismel, dan langkah-langkah stratelgis agar tujuan kelbijakan 

dapat telrcapai selcara elfelktif (Ulfatimah Helrnita, 2020). 

2.2 Kebijakan Publik 

Kelbijakan publik melrupakan suatu aktivitas ylang dilakukan pelmelrintah 

untuk melmelnuhi kelbutuhan masylarakat. Suatu kelbijakan dibuat selcara selngaja, 

karelna helndak melwujudkan tujuan telrtelntu (ELko Handoylo, 2012). Kelbijakan 

publik juga suatu kelputusan ylang dapat melngikat banylak orang pada suatu 

tatanan stratelgis atau dibuat olelh pelmelgang otoritas kelbijakan ylang belrsifat garis 

belsar (Sylahputra & Maida,  2021). 

Sellanjutnyla pelndapat ylang dikelmukakan olelh (Sutmasa, 2021), kelbijakan 

publik adalah selrangkaian tindakan/kelgiatan ylang diusulkan olelh selselorang, 

kellompok, atau pelmelrintah  suatu lingkungan telrtelntu dimana telrdapat hambatan 

dan kelmungkinan dimana kelbijakan telrselbut diusulkan agar belrguna  

melngatasinyla untuk melncapai tujuan ylang dimaksud. 

Kelbijakan publik hanyla dapat diteltapkan pelmelrintah, pihak-pihak lain atau 

ylang lelbih dikelnal delngan selbutan aktor-aktor kelbijakan publik hanyla dapat 

melmpelngaruhi prosels kelbijakan publik  batas kelwelnangannyla masing-masing 

(Suwitri, 2008). 

 Disimpulkan bahwasannyla kelbijakan publik melrupakan selrangkaian 

tindakan atau kelputusan ylang dilakukan selcara sadar olelh pelmelrintah atau pihak 
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ylang belrwelnang untuk melncapai tujuan telrtelntu  melmelnuhi kelbutuhan 

masylarakat. Kelbijakan ini belrsifat stratelgis, melngikat banylak pihak, dan disusun 

delngan melmpelrtimbangkan belrbagai hambatan selrta pelluang ylang ada di 

lingkungan pellaksanaannyla, selhingga mampu melmbelrikan solusi atas 

pelrmasalahan publik dan melwujudkan kelseljahtelraan belrsama.  

2.3 Implementasi Kebijakan Publik  

Implelmelntasi kelbijakan publik adalah sarana administrasi hukum ylang 

mellibatkan belrbagai aktor, organisasi, proseldur, dan telknik ylang belrsama-sama 

belrpelran  mellaksanakan kelbijakan guna melwujudkan tujuan atau dampak ylang 

tellah ditelntukan (Rizkyl & Mahardika, 2023). 

Sellanjutnyla dijellaskan bahwa implelmelntasi kelbijakan publik melrupakan 

tahapan dari prosels kelbijakan seltellah pelneltapan undang-undang (ELko Handoylo, 

2012). 

Seldangkan melnurut pelndapat Gelorgel ELdward III  ia melnylatakan bahwa 

implelmelntasi kelbijakan sangat pelnting karelna tidak pelduli selbelrapa baik suatu 

kelbijakan, tujuan kelbijakan publik tidak akan telrcapai jika tidak direlncanakan dan 

disiapkan delngan baik. Belgitu pula, melskipun pelrsiapan dan pelrelncanaan 

implelmelntasi kelbijakan sangat baik, tujuan kelbijakan tidak akan telrcapai jika 

tidak dirumuskan delngan baik. Melnurutnyla ada elmpat komponeln ylang 

melmpelngaruhi kelbelrhasilan atau kelgagalan implelmelntasi kelbijakan, ylaitu 

selbagai belrikut : 
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1. Komunikasi  

Untuk implelmelntasi kelbijakan ylang elfelktif, melrelka ylang 

belrtanggung jawab untuk mellakukannyla harus tahu apa ylang harus 

dilakukan. Selmua pelrintah ylang dipelrlukan untuk melnelrapkan kelbijakan 

harus dibelrikan selcara jellas, akurat, dan konsisteln kelpada melrelka ylang 

mampu. Kelsalahpahaman mungkin telrjadi pada pellaksana ylang di tunjuk 

jika implelmelntasi kelbijakan ylang diharapkan olelh pelmbuat kelbijakan 

tampak tidak jellas.  

Komunikasi ylang tidak selmpurna dapat melmelngaruhi cara 

pellaksana melnafsirkan selbagai otoritas, selpelrti melnylelmpitkan kelbijakan 

khusus. Untuk melndahulukan tujuan selmula dari pelrintah kelbijakan, 

otoritas ini tidak akan dipelriksa selbagaimana melstinyla. Melngeltahui apa 

ylang harus dilakukan adalah kunci untuk pellaksanaan kelbijakan ylang 

elfelktif  (Tahir, 2014). 

Dari pelnjellasan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu kelbijakan 

dapat dilaksanakan delngan baik, para pellaksana harus melmahami selcara 

jellas langkah-langkah ylang haris diambil. Instruksi ylang dibelrikan kelpada 

melrelka harus telpat, jellas, dan konsisteln agar tidak melnimbulkan 

kelbingungan. Jika pelsan ylang disampaikan tidak jellas, pellaksana bisa 

salah melngartikan maksud kelbijakan, selhingga implelmelntasinyla tidak 

selsuai delngan tujuan awal pelmbuat kelbijakan. Komunikasi ylang kurang 

selmpurna bisa melmbuat pellaksana melmbatasi kelbijakan ylang belrsifat 

umum melnjadi lelbih selmpit selhingga mellelmahkan makna kelbijakan itu 
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selndiri. Olelh karelna itu, komunikasi ylang elfelktif dan pelmahaman ylang 

telpat telntang tugas adalah kunci utama agar kelbijakan dapat ditelrapkan 

selcra elfelktif.  

2. Sumbelr Dayla 

Sumbelr dayla pelnting melliputi karylawan ylang telpat delngan kelahlian 

ylang dipelrlukan, informasi ylang cukup dan rellelvan telntang cara 

melnelrapkan kelbijakan dan pelnylelsuaian lainnyla ylang dipelrlukan untuk 

melnelrapkan kelwelnangan untuk melmastikan bahwa kelbijakan ini 

ditelrapkan selcara melnylelluruh di belrbagai fasilitas atau mellalui pellaylanan 

ylang dibelrikan. Sumbelr dayla pellaksana dipahami selbagai kelmampuan 

pellaksana jika sumbelr dayla orgasisasi dianggap selbagai kelmampuan 

organisasi.  

Faktor sumbelr dayla sangat pelnting  implelmelntasi kelbijakan, karelna 

melskipun keltelntuan kelbijakan jellas dan konsisteln, implelmelntasi 

kelbijakan tidak akan elfelktif jika pelrsonell ylang belrtanggung jawab untuk 

mellaksanakannyla kelkurangan sumbelr dayla ylang dipelrlukan untuk 

melnylellelsaikan tugas melrelka delngan baik. Di  sumbelr dayla dapat dibagi 

melnjadi belbelrapa katelgori, selpelrti sumbelr dayla manusia dan sumbelr dayla 

(Tahir, 2014). 

Dari pelnjellasan diatas dapat disimpulkan bahwa hal pelnting ylang 

dibutuhkan  mellaksanakan kelbijakan, telrmasuk kelrja ylang melmiliki 

kelahlian, informasi ylang cukup, dan fasilitas pelndukung lainnyla. Jika 

pellaksana kelbijakan tidak melmiliki sumbelr dayla ylang melmadai, 
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melskipun aturan sudah jellas, pellaksanaan tidak akan belrjalan delngan baik. 

Jadi, keltelrseldiaan sumbelr dayla, baik manusia maupun fasilitas, sangat 

melnelntukan kelbelrhasilan pelnelrapan kelbijakan. 

3. Disposisi  

 Meltodologi pelnellitian implelmelntasi kelbijakan publik, disposisi 

melrupakan komponeln pelnting keltiga. Para pellaksana kelbijakan tidak hanyla 

harus tahu apa jika melrelka ingin kelbijakan dilaksanakan delngan baik, ylang 

harus dilakukan dan melmiliki kelmampuan untuk mellakukannyla, teltapi 

melrelka juga harus ingin melnelrapkan kelbijakan telrselbut. Kelbijakan ylang 

komplelks adalah alasan lain. Telrlelpas dari belrbagai cara para pellaksana 

melnggunakan otoritas melrelka belrdasarkan posisi melrelka telrhadap 

kelbijakan, sikap melrelkalah ylang melnelntukan bagaimana melrelka mellihat 

kelbijakan dan bagaimana kelbijakan telrselbut akan belrdampak pada 

kelpelntingan individu dan organisasi melrelka. 

Jika para pellaksana kelbijakan telrtelntu melnylukainyla, melrelka 

celndelrung mellaksanakannyla di luar harapan pelmbuat kelbijakan 

selbellumnyla. Namun, keltika pelmbuat kelbijakan dan pellaksana tidak seltuju, 

prosels implelmelntasi kelbijakan melnjadi lelbih melmbingungkan. Karelna para 

pellaksana biasanyla melmiliki kelbijakan, pelrilaku melrelka telrhadap 

kelbijakan dapat melnylelbabkan implelmelntasi kelbijakan melnjadi kurang 

elfelktif (Tahir, 2014). 

Dari kelsimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa pellaksana sangat 

pelnting  implelmelntasi kelbijkan. Sellain melngeltahui dan mampu 
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mellaksanakan kelbijakan, pellaksana harus melmiliki kelmauan untuk 

melnelrapkannyla. Sikap dan pandangan melrelka telrhadap kelbijakan akan 

melmelngaruhi cara melrelka mellaksanakan dan hasil pellaksanaan itu selndiri. 

Jika pellaksana melndukung kelbijakan, melrelka celndelrung melnjalankannyla 

delngan baik, teltapi jika telrjadi keltidakselpakatan delngan pelmbuat 

kelbijakan, prosels pellaksanaan bisa melnjadi tidak elfelktif dan 

melmbingungkan.  

4. Struktur Birokrasi  

Melskipun sumbelr dayla ylang dipelrlukan untuk melnelrapkan kelbijakan 

tellah telrseldia dan para pellaksana kelbijakan melmahami dan siap untuk 

mellakukannyla, implelmelntasi kelbijakan teltap telrhambat olelh 

keltidakelfelktifan struktur birokrasi. Fragmelntasi organisasi dapat 

melnghambat koordinasi ylang dipelrlukan untuk kelbelrhasilan implelmelntasi 

kelbijakan ylang komplelks dan melmbutuhkan kelrja sama banylak orang. Hal 

ini melnylelbabkan sumbelr dayla ylang tidak digunakan, pelluang ylang tidak 

telrbuka, kelkacauan, dan kelgagalan kelbijakan untuk melncapai tujuan silang. 

Sellain itu, fungsi pelnting melnjadi telrlupakan Tahir, (2014). 

Adanyla proseldur opelrasional standar (SOP) dan fragmelntasi adalah 

dua ciri utama birokrasi. SOP adalah elvolusi dari tuntutan intelrnal untuk 

kelpastian hukum, sumbelr dayla, dan kelbutuhan pelnylelragaman  organisasi 

kelrja ylang komplelks dan luas. Namun, fragmelntasi adalah keltika kelbijakan 

dibelrikan kelpada belbelrapa badan ylang belrbelda, ylang melmelrlukan 

koordinasi. 
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Karelna itu, melnurut ELdward III, kelelmpat ellelmeln ylang melmelngaruhi 

implelmelntasi kelbijakan belkelrja sama dan belrintelraksi satu sama lain untuk 

melmbantu dan melnghambat implelmelntasi kelbijakan. Olelh karelna itu, cara 

telrbaik untuk melrelflelksikan komplelksitas ini adalah delngan melmbahas 

selmua ellelmeln telrselbut selkaligus. Melnyleldelrhanakan melmbuat orang lelbih 

mudah melmahami implelmelntasi kelbijakan, dan untuk mellakukannyla, 

melrelka harus melrinci implelmelntasi  komponelnnyla ylang paling pelnting. 

Modell implelmelntasi ELdward III dapat digunakan selbagai upayla  

melngukur atau melnilai implelmelntasi kelbijakan atau suatu program di 

belrbagai telmpat dan waktu. Artinyla elmpat faktor atau variabell ylang 

telrseldia dapat digunakan untuk melnggambarkan felnomelna implelmelntasi 

kelbijakan publik.  

Pelraturan Daelrah Kota Meldan Nomor 10 Tahun 2021 pada pasal 10 

melngatur larangan pelngaturan lalu lintas olelh pihak tidak belrwelnang pada 

pelrsimpangan jalan dan tikungan di Kota Meldan. Pelraturan ini belrtujuan 

untuk melnjaga keltelrtiban dan kellancaran lalu lintas selrta melnghapus 

praktik ilelgal pelngaturan olelh oknum ylang tidak melmiliki izin relsmi, ylang 

selring melnimbulkan kelmaceltan dan melngancam kelsellamatan pelngguna 

jalan. 

2.4 Larangan Pengaturan Lalu Lintas  

Pellanggaran lalu lintas telrjadi dikarelnkaan adanyla keltidakselsuaian antara 

aturan ylang diteltapkan dan juga pellaksanaanyla. Pellanggaran-pellanggaran ylang 

dilakukan mampu melnimbulkan dampak ylang sangat belsar salah satunyla 
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kelcellakaan lalu lintas ylang mampu melrelnggut nylawa dan kelrugian matelril. 

Pelmicu utama dari tingginyla tingkat kelcelkalaan lalu lintas ini telrjadi akibat dari 

banylaknyla pelngguna jalan ylang mellakukan pellanggaran dan tidak telrtib telrhadap 

pelraturan ylang diteltapkan. 

Seltiap profelsi melmelrlukan lelgalitas ylang melnunjang kelamanan  

aktvitasnyla, namun nylatanyla banylak pula profelsi ylang bellum melmiliki lelgalitas 

hukum ylang jellas, selpelrti selbagian masylarakat ylang belrprofelsi selbagai pelngatur 

bellokan jalan atau selring diselbut delngan selbutan “Pak Ogah”. Melrujuk pada 

Undang-undang Kelpolisian dan Undang-undang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan), tidak ditelmukan satupun kata atau istilah “Pak Ogah”. Inilah ylang 

kelmudian melnjadi pelrmasalahan keltika melmbahas delfinisi hukum, tugas, 

welwelnang selrta urgelnsi dari “Pak Ogah”. Kelbelradaan “Pak Ogah” selcara 

seldelrhana melrupakan wujud dari kurangnyla pelrsonil kelpolisian  suatu 

masylarakat  (Nurhaylati dkk., 2024). 

Felnomelna kelhidupan Pak Ogah selbagaimana ylang tellah didelskripsikan di 

atas melngingatkan pelmbaca pada pandangan Smith antara kelbutuhan dan 

tindakan elkonomi. Smith melngatakan bahwa kelsadaran selselorang ataupun 

kellompok akan kelbutuhan ylang harus dipelnuhi tellah melndorongnyla untuk 

melneltapkan kelputusan elkonomi. Jadi kelputusan elkonomi diteltapkan selbagai 

dorongan atas tuntutan kelbutuhan. Olelh karelna itu dapat dimelngelrti melngapa 

selselorang rella melnjalani pelkelrjaan selbagai pak ogah. Pelkelrjaan pak ogah dapat 

dilihat selbagai kelputusan elkonomi untuk melmelnuhi kelbutuhan pribadi dan 

kelluarga. Sama hal nyla delngan orang melmilih untuk belrdagang, melnjadi 
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karylawan swasta, dan pelkelrjaan lain ylang belrorielntasi pada pelnghasilan atau gaji 

(Angella dkk, 2025). 

Selcara kelselluruhan, dapat disimpulkan bahwa tingginyla tingkat kelcellakaan 

lalu lintas adalah konselkuelnsi langsung dari keltidakdisiplinan pelngguna jalan dan 

adanyla keltidakselsuaian antara aturan ylang diteltapkan delngan pellaksanaannyla di 

lapangan.  kontelks ini, muncul felnomelna "Pak Ogah," individu ylang melngatur 

lalu lintas selcara sukarella, ylang selcara hukum tidak melmiliki lelgalitas karelna 

tidak diakui  Undang-undang manapun UU Kelpolisian. Kelbelradaan "Pak Ogah" 

melncelrminkan adanyla kelkurangan pelrsonell kelpolisian di masylarakat, selkaligus 

melrupakan wujud dari kelputusan elkonomi ylang rasional, di mana selselorang 

didorong olelh tuntutan kelbutuhan untuk melncari pelnghasilan guna melnafkahi diri 

dan kelluarga. 

2.5 Pungutan Liar 

Pungutan liar (pungli) selbagai salah satu belntuk keljahatan pelmelrasan 

adalah satu geljala sosial ylang belrsifat abadi selhingga selnantiasa melwarnai sisi 

kelhidupan umat  kelhidupan belrmasylarakat. Olelh karelna itu apapun belntuk dan 

upayla mustahil karelna keljahatan itu lahir diselbabkan olelh pelrmasalahan ylang 

multi komplelks khususnyla pelrmasalahan manusia  mellakukan pelmelnuhan 

kelbutuhan hidup selmpurna selrta kelpelntingan dari tiap-tiap individu ylang 

belrbelda-belda (Aparat dkk., 2021). 

Pungutan liar melrupakan pelrbuatan ylang dilakukan olelh selselorang atau 

peljabat nelgara delngan cara melminta pelmbaylaran seljumlah uang ylang tidak 
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selsuai atau tidak belrdasarkan pelraturan ylang belrkaitan delngan pelmbaylaran 

telrselbut (Ramadhani, 2017). 

Selcara umum pungutan liar diartikan selbagai pungutan ylang dilakukan 

selcara tidak salah atau mellanggar aturan, olelh dan untuk kelpelntingan pribadi 

oknum peltugas. Pungli melrupakan pelnylalahan welwelnang tujuannyla untuk 

melmudahkan pelkelrjaan atau melmelnuhi kelpelntingan dari si pelmbaylar pungutan. 

Jadi pungutan liar mellibatkan dua pihak ylaitu pelngguna jasa dan okmun peltugas 

ylang mellakukan kontak langsung untuk mellakukan transaksi rahasia maupun 

telrang telrangan. Olelh selbab itu, pungutan liar pada umumnyla telrjadi pada tingkat 

lapangan dan dilakukan selcara singkat delngan imbalan selcara langsung ylang 

biasanyla belrupa uang (Wibawa dkk, 2013). 

2.6 Faktor Penyebab Pungutan Liar 

Adapun ylang melnjadi faktor-faktor pelmungutan liar antara lain : 

a) Faktor melntal, karaktelr atau kellakuan dari pada selselorang  belrtindak dan 

melngontrol dirinyla  belrtindak 

b) Faktor elkonomi, pelnghasilan ylang bisa dikatakan tidak bisa melncukupi 

kelbutuhan hidup tidak selbanding delngan pelnghasilan 

c) Faktor kultural dan budayla organisasi  

d) Telrbatasnyla sumbelr dayla manusia dan lelmahnyla sistelm pelngawasan 

(Aparat dkk., 2021). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Pelnellitian ini dilakukan delngan meltodel delskriptif delngan pelndelkatan 

kualitatif. Melnurut (Ali & Rizkyl, 2021) melngelmukakan bahwa pelnellitian 

kualitatif melrupakan meltodel-meltodel ylang digunakan untuk melnggali selrta 

melmahami makna ylang dianggap muncul dari pelrsoalan sosial maupun 

kelmanusiaan olelh individu atau kellompok.  pelnellitian kualitatif, prosels 

melncakup langkah-langkah pelnting selpelrti melrumuskan pelrtanylaan dan proseldur 

telrtelntu, melngumpulkan data selcara telrarah, melnganalisis selcara induktif dari 

telma khusus melnuju telma ylang lelbih umum, selrta melnafsirkan makna dari data 

telrselbut. 

Delskriptif kualitatif adalah suatu meltodel pelnellitian ylang belrgelrak pada 

pelndelkatan kualitatif seldelrhana delngan alur induktif. Alur induktif ini maksudnyla 

pelnellitian delskriptif kualitatif diawali delngan prosels atau pelristiwa pelnjellas ylang 

akhirnyla dapat ditarik suatu gelnelralisasi ylang melrupakan selbuat kelsimpulan dari 

prosels atau pelristiwa telrselbut (YLuliani, 2018). 

Pelnellitian delskriptif adalah pelnellitian ylang belrusaha melnggambarkan suatu 

keljadian atau pelristiwa ylang telrjadi selcara langsung dan nylata, relalistik, aktual. 

Tujuan pelnellitian delskriptif adalah untuk melmbuat pelrnylataan, delskripsi, selcara 

sistelmatis, akurat dan belrdasarkan fakta, ylang belrkaitan delngan fakta, 

karaktelristik, dan hubungan antara felnomelna ylang ditelliti (Pali, 2000). 
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Seldangkan meltodel pelnellitian adalah cara-cara ilmiah untuk melndapatkan 

data ylang valid, delngan tujuan dapat ditelmukan, dikelmbangkan dan dibuktikan, 

suatu pelngeltahuan telrtelntu selhingga pada gilirannyla dapat digunakan untuk 

melmahami, melmelcahkan, dan melngantisipasi masalah (YLuliani & Banjarnahor, 

2021). 

Pelnellitian delskriptif ylaitu pelnellitian ylang belrtujuan melnggambarkan atau 

melmaparkan nilai suatu variabell selcara mandiri, baik satu maupun belbelrapa 

variabell, tanpa mellakukan pelrbandingan dan tanpa melngkaitkannyla delngan 

variabell lain (Felbriana & Mahardika, 2022). 

3.2 Kerangka Konsep  

Kelrangka konselp  pelnellitian ini melrupakan cara belrpikir melngelnai 

Implelmelntasi Pelraturan Daelrah Nomor 10 Tahun 2021 telntang larangan 

pelngaturan lalu lintas tanpa izin di Kota Meldan. 
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3.3 Defenisi Konsep  

Delfinisi konselp melngacu pada istilah dan uraian abstrak ylang 

melnggambarkan suatu keljadian, kellompok, atau individu selbagai fokus  ilmu 

sosial.  prosels ini, belbelrapa karaktelristik, jumlah keljadian, dan kondisi spelsifik 

dari kellompok atau individu telrselbut selngaja tidak dipelrhitungkan. Belrdasarkan 

hal telrselbut, pelnellitian ini melnggunakan konselp-konselp belrikut: 

a) Pelraturan Nomor 10 Tahun 2021 Telntang Keltelntraman Dan Keltelrtiban 

Umum 

Pelraturan daelrah Nomor 10 Tahun 2021 ylang telrdapat pada pasal 10 

melrupakan landasan hukum ylang belrlaku di Kota Meldan untuk melnata 

keltelrtiban umum, khususnyla  melngatur aktivitas pelngaturan lalu lintas 

tanpa izin selrta praktik pungutan liar. Pelrda ini selcara telgas mellarang 

individu atau kellompok ylang bukan peltugas belrwelnang untuk melnalukan 

pelngaturan arus kelndaraan dan melminta imbalan dari pelngguna jalan.  

b) Implelmelntasi Kelbijakan Melnurut Telori ELdward III 

Untuk mellihat seljumlah mana pelrda ini belrjalan, pelnelliti melnggunakan 

telori ELdward III ylang dimana implelmelntasi kelbijakan dipelngaruhi olelh 

elmpat unsur pelnting, ylakni komunikasi, sumbelr dayla, disposisi, dan 

struktur birokrasi. 

c) Pelnelrtiban Pak Ogah  Pelngaturan Lalu Lintas Dan Pungutan Liar 

Pelnelrtiban ini belrtujuan melngelmbalikan kelwelnangan pelngaturan lalu lintas 

kelpada peltugas relsmi, melnghilangkan praktik pungutan liar, selrta melnjaga 

kelsellamatan pelngguna jalan.  
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d) Telrlaksananyla Pelraturan Daelrah 

Pellaksanaan ylang baik ditandai delngan belrkurangnyla praktik pelngaturan 

lalu lintas non relsmi, minimnyla pungutan liar, melningkatnyla keltelrtiban lalu 

lintas, selrta adanyla kelpatuhan masylarakat telrhadap aturan.  

3.4 Kategorisasi Penelitian 

Katelgorisasi melrupakan kelgiatan melmbagi-bagi itelm, gagasan, atau data 

melnjadi kellompok-kellompok ylang belrbelda belrdasarkan ciri-ciri umum ylang 

dimiliki. Katelgorisasi prosels pelngellompokan data  pelnellitian ini belrtujuan untuk 

melngidelntifikasi variabell-variabell kunci ylang akan dianalisis. Adapun ylang 

melnjadi katagorisasi  pelnellitian ini adalah : 

a) Komunikasi, ylaitu bagaimana pelmelrintah melnylampaikan informasi, 

instruksi, selrta sosialisasi kelpada masylarakat. 

b) Adanyla sumbelr dayla,  hal ini melncakup sumbelr dayla manusia, anggaran, 

sarana dan prasarana delngan maksud mellihat seljauh mana keltelrseldiaan 

sumbelr dayla telrselbut melndukung prosels implelmelntasi.  

c) Disposisi, untuk mellihat bagaimana tingkat keldisiplinan, intelgritas, selrta 

kelselriusan aparat atau peltugas  melnjalankan kelbijakan. 

d) Struktur birokrasi, untuk melngeltahui melkanismel kelrja atau alur 

koordinasi  melncelgah telrjadinyla tumpang tindih kelwelnangan.   

3.5 Informan atau Narasumber  

Telknik pelnelntuan informan adalah telknik pelngambilan sampell untuk 

melnelntukan sampell ylang akan digunakan  pelnellitian (Julianto P, 2020). Prosels 

pelngumpulan informasi dilakukan mellalui wawancara dan obselrvasi langsung di 
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lapangan, selhingga pelnelliti dapat melmpelrolelh pelmahaman ylang komprelhelnsif 

melngelnai implelmelntasi Pelraturan Daelrah Nomor 10 Tahun 2021 selrta dinamika 

pelnelrtiban pelngaturan lalu lintas dan pungutan liar di Kota Meldan. Adapun ylang 

melnjadi informan ataupun narasumbelr dari pelnellitian ini adalah : 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No Nama Usia Jenis 

Kelamin 

Pendidikan Jabatan 

1. S.Timor Tarigan 46 tahun Laki-laki S3 Kanit  

2. Nico Sylahputra 

Sirait 

31 tahun Laki-laki S1 Brigadir 

3. Felbriansylah Putra 24 tahun Laki-laki SMA Masylarakat 

Sipil 

4. Relnaldi  21 tahun Laki-laki SMP Pak Ogah 

Sumber; Hasil Penelitian 2026 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

 pelnellitian kualitatif, alat atau instrumeln utama pelngumpulan data adalah 

manusia atau pelnelliti itu selndiri delngan cara melngamati, belrtanyla, melndelngar, 

melminta dan melngambil data pelnellitian. Pelnelliti harus melndapatkan data ylang 

valid selhingga tidak selmbarang narasumbelr ylang diwawancarai. Olelh karelna itu, 

kondisi informan pun harus jellas selsuai delngan kelbutuhan data agar dapat diakui 

kelbelnaran datanyla (Thalha dkk., 2019). 

Telknik pelngumpulan data melrupakan langkah ylang paling stratelgis  

pelnellitian, karelna tujuan utama dari pelnellitian adalah melndapatkan data. Untuk 
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melmastikan data ylang dipelrolelh akurat dan melnylelluruh, pelnellitian ini 

melnggunakan belbelrapa telknik pelngumpulan data selbagai belrikut. 

a. Data Primelr adalah sumbelr data ylang langsung melmbelrikan data kel 

pelnelliti. Adapun data primelr  pelnellitian ini ylakni : 

1) Obselrvasi  

Melnurut pelndapat (YLin 2011: 114), obselrvasi adalah belntuk 

obselrvasi khusus ylang mana pelnelliti tidak hanyla melnjadi pelngamat, 

mellainkan turut telrlibat  situasi telrtelntu dan belrpartisipasi pada 

pelristiwa ylang telrlibat  pelnellitian. 

2) Wawancara  

Wawancara adalah belrlangsungnyla suatu diskusi telrarah di antara 

pelnelliti dan informan delngan melnylangkut masalah ylang akan 

ditelliti (Ul Azizah dkk., 2021) 

b. Data Selkundelr adalah pelngolahan data primelr dan disajikan  belntuk 

tabell atau diagram, olelh pihak pelngumpul data primelr atau olelh 

pihak lain. Data selkundelr dimanfaatkan untuk melngarahkan pada 

keljadian dan pelristiwa ylang ditelmukan pelnelliti selsuai delngan tujuan 

pelnellitian (Alir, 2021). 

3.7  Teknik Analisis Data 

Telknik analisis ylang digunakan  pelnellitian ini ylaitu telknik analisis data 

modell Milels dan Hubelrman  (Sugiono, 2018), ylang telrdiri atas belbelrapa tahap 

ylaitu :  
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1. Relduksi  

Relduksi data ylaitu prosels melrangkum, melmilih dan melmilah selgala 

belntuk data ylang dipelrolelh dilapangan untuk dibelntuk melnjadi tulisan 

ylang akan dianalisis. Hasil dari relkaman wawancara ylang dilakukan pada 

subjelk akan dibelntuk melnjadi velrbatim dan hasil obselrbasi akan dibelntuk 

melnjadi tabell obselrvasi. 

2.  Pelnylajian Data 

Seltellah selmua data ylang dipelrolelh disusun  belntuk naskah, sellanjutnyla 

adalah mellakukan pelnylajian data untuk melngolah data seltelngah jadi 

telrselbut  belntuk tulisan ylang melmiliki alur telma ylang jellas, kelmudian 

akan dikellompokkan selrta dikatelgorikan kel  belntuk ylang lelbih konkrelt 

dan diakhiri delngan melmbelrikan kodel. Prosels pelmbelrian kodel ini 

belrfungsi untuk melmasukkan dan melncantumkan seltiap pelrnylataan 

subjelk dan informan selsuai delngan katelgori telma dan subkatelgori selrta 

melmbelrikan kodel-kodel telrtelntu dari seltiap pelrnylataan ylang dibelrikan 

olelh subjelk. 

3. Kelsimpulan 

Kelsimpulan melrupakan tahap telrakhir dalan melnganalisis data modell 

Milels dan Hubelrman. Kelsimpulan melngarah pada pelrtanylaan ylang 

pelnellitian ylang tellah diajukan selbellumnyla. Pelngambilan kelsimpulan  

pelnellitian kualitatif melncakup uraian dari selluruh sub. Seltellah diuraikan 

maka hasil pelnellitian pelrlu dijellaskan untuk melnjawab pelrtanylaan 
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pelnellitian ylang didasarkan pada aspelk, komponeln, faktor dan dimelnsi 

pelnellitian (Kasel dkk., 2023). 

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian  

Pelnellitian ini dilaksanakan pada bulan Novelmbelr 2025 sampai Felbruari 

2026, lokasi pelnellitian belrada di Satlatas Polrelstabels Meldan Jln. HM. Said No. 1, 

Gaharu, Meldan Timur, Kota Meldan, Sumatelra Utara, 20235. 

Gambar 3.2 Lokasi Penelitian 

(Sumber : Tribun Medan 2025) 
 

Lokasi tambahan belrada di Jl. Willelm Iskandar atau Jl. Pancing, Kell. 

Sidoreljo, Meldan Telmbung, Sumatelra Utara.  

 

3.9 Deskripsi Objek Penelitian 

 Objelk pelnellitian ini adalah implelmelntasi Pelraturan Daelrah Kota Meldan 

Nomor 10 Tahun 2021, khususnyla Pasal 10 ylang melngatur larangan pelngaturan 

lalu lintas dan praktik pungutan liar olelh pihak ylang tidak melmiliki kelwelnangan 

relsmi. Pelnellitian ini belrfokus pada bagaimana kelbijakan telrselbut dilaksanakan di 
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lapangan selrta seljauh mana upayla pelnelrtiban telrhadap aktivitas pelngaturan lalu 

lintas non-relsmi ylang dikelnal delngan selbutan Pak Ogah di Kota Meldan. 

 Objelk pelnellitian melncakup prosels pellaksanaan kelbijakan, pelran aparat 

pelnelgak hukum, selrta relspons masylarakat dan pellaku pelngaturan lalu lintas tidak 

relsmi telrhadap pelmbelrlakuan pelraturan daelrah telrselbut. Implelmelntasi kelbijakan 

dianalisis melnggunakan telori ELdward III ylang melliputi aspelk komunikasi, 

sumbelr dayla, disposisi, dan struktur birokrasi  pellaksanaan pelnelrtiban pelngaturan 

lalu lintas dan pungutan liar. 

 Selcara elmpiris, objelk pelnellitian difokuskan pada aktivitas pelnelrtiban di 

wilaylah Kota Meldan, khususnyla di titik-titik pelrsimpangan jalan ylang rawan 

kelmaceltan dan selring ditelmukan praktik pelngaturan lalu lintas olelh pihak tidak 

belrwelnang. Delngan delmikian, pelnellitian ini belrupayla melnggambarkan selcara 

meln kondisi nylata implelmelntasi Pelrda Nomor 10 Tahun 2021 selrta faktor-faktor 

ylang melmelngaruhi elfelktivitas pellaksanaannyla di Kota Meldan.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

  bab ini, pelnulis akan melnylajikan gambaran telntang data ylang dipelrolelh 

sellama pelnellitian lapangan delngan melnggunakan meltodel ylang tellah dijellaskan 

selbellumnyla. Pelnellitian ini melngadopsi pelndelkatan kualitatif ylang belrtujuan 

untuk melnganalisis data hasil wawancara ylang dilakukan di lapangan. 

Pelngumpulan data ini sangat pelnting untuk melmbelrikan jawaban ylang meln 

telrhadap pelrmasalahan ylang dihadapi olelh pelnulis. 

Wawancara dilakukan di Satlantas Polrelstabels Meldan delngan narasumbelr 

ylang telrlibat, ylaitu Bapak Slamat Timor Tarigan selbagai Kanit Satlantas 

Polrelstabels Meldan dan Bapak Nico Sylahputra Sirait selbagai pelrsonell satlantas 

Polrelstabels Meldan, selrta mellibatkan satu  masylarakat. Tujuan dari wawancara ini 

adalah untuk melmpelrolelh jawaban atas rumusan masalah ylang tellah diteltapkan 

olelh pelnulis, selrta untuk melngumpulkan data ylang dipelrlukan untuk melndukung 

pelnellitian ini. 

4.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi 

4.1.1.1 Adanya Komunikasi 

Belrdasarkan hasil wawancara ylang dilaksanakan pada hari Selnin 2 

Felbruari 2026 delngan Bapak Iptu Slamat Timor Tarigan sellaku Kanit Polrelstabels, 

belliau melngatakan :  

“Pelnylampaian informasi telrkait larangan kelbelradaan Pak Ogah 

selbagaimana diatur  Pelrda Nomor 10 Tahun 2021 sudah dilakukan 

mellalui belrbagai belntuk 
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sosialisasi, baik selcara langsung di lapangan maupun mellalui imbauan 

kelpada masylarakat. Aparat selcara rutin melmbelrikan telguran dan 

pelnjellasan kelpada Pak Ogah selrta pelngguna jalan melngelnai larangan 

telrselbut. Namun delmikian, tingkat pelmahaman masylarakat masih 

belragam, selhingga sosialisasi pelrlu telrus dilakukan selcara belrkellanjutan 

agar pelsan ylang disampaikan belnar-belnar dipahami dan dipatuhi olelh 

selluruh lapisan masylarakat.” 

 

 Sellanjutnyla belrdasarkan wawancara ylang dilakukan pada hari Selnin 2 

Felbruari 2026 delngan Bapak Brigpol Nico Sylahputra Sirait sellaku pelrsonell 

Satlantas Polrelstabels Meldan. Belliau melngatakan bahwa : 

“Selcara normatif, kelbijakan telrselbut tellah disusun delngan jellas dan 

rellatif mudah untuk dipahami. Namun,  pellaksanaannyla di lapangan 

bellum dapat direlalisasikan selcara maksimal, ylang antara lain diselbabkan 

olelh tingginyla angka pelngangguran selrta keltelrbatasan keltelrseldiaan 

lapangan pelkelrjaan.” 

 

Kelmudian belrdasarkan wawancara ylang dilakukan pada hari Selnin 2 

Felbruari 2026 delngan Bapak Felbriansylah Putra sellaku masylarakat. Belliau 

melngatakan bahwa : 

“Sayla pelrnah melndelngar adanyla larangan telrkait kelbelradaan Pak Ogah 

ylang disampaikan olelh peltugas kelpolisian. Peltugas melnylampaikan 

imbauan agar Pak Ogah tidak mellakukan pungutan liar kelpada 

pelngelndara, telrutama kelpada kelndaraan belsar selpelrti truk. Imbauan 

telrselbut muncul karelna adanyla belbelrapa oknum Pak Ogah ylang 

mellakukan praktik pungli, selhingga peltugas kelpolisian mellarang 

kelbelradaan Pak Ogah untuk melncelgah telrjadinyla praktik pungutan liar 

di lapangan.” 

 

Kelmudian belrdasarkan wawancara ylang dilakukan pada hari Selnin 2 

Felbruari 2026 delngan Bapak Relnaldi sellaku pak ogah. Belliau melngatakan bahwa 

:”Sellama ini, sayla melmang pelrnah delngar ada larangan soal Pak Ogah dari 

peltugas kelpolisian. Biasanyla peltugas datang langsung kel lokasi, telrus ngasih 

himbauan selcara lisan. Melrelka bilang kalau Pak Ogah itu dilarang, apalagi kalau 

sampai minta uang kel pelngelndara, telrutama mobil atau truk belsar. 
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Pelnylampaiannyla sih cukup jellas, tapi yla sifatnyla cuma himbauan aja, bellum 

sampai ylang telgas bangelt. Jadi selbagian dari kami masih ada ylang teltap di lokasi 

karelna melrasa bellum ada tindakan lanjutan ylang jellas.” 

Delngan delmikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi kelbijakan 

larangan kelbelradaan Pak Ogah selbagaimana diatur  Pelrda Nomor 10 Tahun 2021 

tellah dilakukan mellalui sosialisasi dan imbauan langsung olelh aparat kelpolisian, 

namun pellaksanaannyla di lapangan bellum selpelnuhnyla elfelktif karelna masih 

belrsifat pelrsuasif dan bellum diselrtai tindakan ylang konsisteln, selhingga tingkat 

pelmahaman dan kelpatuhan masylarakat selrta Pak Ogah masih belragam. 

4.1.1.2 Sumber Daya 

Belrdasarkan hasil wawancara ylang dilaksanakan pada hari Selnin 2 

Felbruari 2026 delngan Bapak Iptu Slamat Timor Tarigan sellaku Kanit Polrelstabels, 

belliau melngatakan :  

“Jumlah pelrsonell dan fasilitas pelndukung ylang telrseldia saat ini masih 

telrbatas jika dibandingkan delngan luas wilaylah dan titik-titik rawan 

kelbelradaan Pak Ogah. Melskipun delmikian, aparat teltap belrupayla 

melmaksimalkan sumbelr dayla ylang ada delngan mellakukan pelngaturan 

dan pelnelrtiban selcara belrkala. Kanit melnelgaskan bahwa keltelrbatasan 

telrselbut tidak melnjadi alasan untuk tidak mellaksanakan pelnelrtiban, 

teltapi melmang melmpelngaruhi intelnsitas dan jangkauan pelngawasan di 

lapangan.” 

 

Sellanjutnyla belrdasarkan wawancara ylang dilakukan pada hari Selnin 2 

Felbruari 2026 delngan Bapak Brigpol Nico Sylahputra Sirait sellaku pelrsonell 

Satlantas Polrelstabels Meldan. Belliau melngatakan bahwa : 

“Sayla melnilai bahwa jumlah pelrsonell ylang belrtugas di lapangan masih 

bellum melncukupi. Kondisi ini juga dipelrparah delngan keltelrbatasan 

fasilitas pelndukung lalu lintas ylang telrseldia. Kelkurangan sumbelr dayla 

telrselbut melnjadi salah satu kelndala  pellaksanaan pelnelrtiban Pak Ogah 

selcara optimal di belrbagai titik pelrsimpangan.” 
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Kelmudian belrdasarkan wawancara ylang dilakukan pada hari Selnin 2 

Felbruari 2026 delngan Bapak Felbriansylah Putra sellaku masylarakat. Belliau 

melngatakan bahwa : 

“Melnurut sayla kelbelradaan peltugas relsmi selrta fasilitas lalu lintas di 

pelrsimpangan jalan masih bellum melmadai. Hal ini diselbabkan olelh 

banylaknyla jumlah pelrsimpangan di Kota Meldan ylang tidak selbanding 

delngan jumlah pelrsonell relsmi ylang telrseldia. Akibat keltelrbatasan 

telrselbut, masih telrdapat banylak pelrsimpangan ylang tidak dijaga olelh 

peltugas maupun dilelngkapi delngan rambu lalu lintas ylang melmadai.  

kondisi telrselbut, sayla melnilai bahwa kelbelradaan Pak Ogah di lokasi-

lokasi ylang tidak melmiliki peltugas relsmi dan fasilitas lalu lintas justru 

cukup melmbantu, telrutama  melngatur arus kelndaraan dan melngurangi 

kelmaceltan.” 

 

Kelmudian belrdasarkan wawancara ylang dilakukan pada hari Selnin 2 

Felbruari 2026 delngan Bapak Relnaldi sellaku pak ogah. Belliau melngatakan bahwa 

: 

“Kalau di pelrsimpangan telmpat sayla biasa mangkal, selbelnarnyla bellum 

sellalu ada peltugas relsmi ylang jaga, rambu lalu lintas juga masih kurang 

lelngkap. Kadang ramai, kadang macelt, apalagi pas jam sibuk. Itu ylang 

bikin sayla masih teltap di situ, soalnyla pelngelndara selring minta tolong 

dibantu nylelbrang atau ngatur jalan. Jadi melnurut sayla, sellama bellum 

ada peltugas teltap atau rambu ylang cukup, kelbelradaan sayla masih 

dibutuhkan sama pelngelndara.” 

 

Dapat disimpulkan bahwa keltelrbatasan sumbelr dayla, baik dari selgi 

jumlah pelrsonell maupun keltelrseldiaan fasilitas pelndukung lalu lintas, melnjadi 

salah satu kelndala utama  pellaksanaan pelnelrtiban Pak Ogah selcara optimal, 

selhingga pada seljumlah pelrsimpangan ylang bellum dijaga peltugas relsmi dan 

bellum dilelngkapi rambu lalu lintas ylang melmadai, kelbelradaan Pak Ogah masih 

dianggap melmbantu olelh selbagian masylarakat dan pelngelndara. 
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4.1.1.3 Disposisi 

Belrdasarkan hasil wawancara ylang dilaksanakan pada hari Selnin 2 

Felbruari 2026 delngan Bapak Iptu Slamat Timor Tarigan sellaku Kanit Polrelstabels, 

belliau melngatakan :  

“Sayla melnelgaskan bahwa aparat melmiliki sikap telgas dan komitmeln 

melnelrtibkan Pak Ogah, karelna kelbelradaannyla dapat melngganggu 

keltelrtiban dan kelsellamatan lalu lintas. Pelnelrtiban dilakukan selsuai 

proseldur dan melngeldelpankan pelndelkatan pelrsuasif selrta humanis, 

telrutama pada tahap awal. Namun, sayla juga melngakui bahwa 

pellaksanaan pelnelrtiban bellum sellalu konsisteln seltiap waktu, ylang 

diselbabkan olelh keltelrbatasan pelrsonell dan prioritas tugas lain ylang 

harus dijalankan olelh aparat.” 

 

 

Sellanjutnyla belrdasarkan wawancara ylang dilakukan pada hari Selnin 2 

Felbruari 2026 delngan Bapak Brigpol Nico Sylahputra Sirait sellaku pelrsonell 

Satlantas Polrelstabels Meldan. Belliau melngatakan bahwa : 

“Sikap dan komitmeln aparat, pelnanganan pelnelrtiban Pak Ogah olelh 

kelpolisian tellah dilaksanakan selcara konsisteln dan adil. Namun,  aspelk 

pelnindakan hukum, kelwelnangan aparat kelpolisian belrsifat telrbatas. 

Pelnanganan lelbih lanjut telrhadap Pak Ogah umumnyla diselrahkan 

kelpada Dinas Sosial, melngingat tidak adanyla dasar hukum untuk 

mellakukan pelnahanan. Tindakan pelnelgakan hukum selcara telgas baru 

dapat dilakukan apabila ditelmukan unsur pelmaksaan, pelmelrasan, atau 

pelrusakan ylang dilakukan olelh Pak Ogah.” 

 

Kelmudian belrdasarkan wawancara ylang dilakukan pada hari Selnin 2 

Felbruari 2026 delngan Bapak Felbriansylah Putra sellaku masylarakat. Belliau 

melngatakan bahwa : 

“Sayla belrpelndapat bahwa peltugas tellah melnjalankan tugasnyla delngan 

baik  mellakukan pelnelrtiban telrhadap Pak Ogah. Pelnelrtiban dinilai 

dilakukan selcara sellelktif, ylakni lelbih difokuskan kelpada Pak Ogah ylang 

mellakukan praktik pungli telrhadap pelngelndara. Selmelntara itu, Pak Ogah 

ylang selcara sukarella melmbantu melngatur lalu lintas di lokasi ylang tidak 

melmiliki peltugas relsmi dan fasilitas lalu lintas masih dibelrikan 

tolelransi.” 
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Kelmudian belrdasarkan wawancara ylang dilakukan pada hari Selnin 2 

Felbruari 2026 delngan Bapak Relnaldi sellaku pak ogah. Belliau melngatakan bahwa 

: 

“Kalau ada pelnelrtiban, biasanyla sayla nurut aja sama arahan peltugas. 

Sayla langsung minggir atau pelrgi dari lokasi, nggak belrani mellawan. 

Pelrtimbangan sayla yla karelna sayla sadar juga kalau ini melmang 

dilarang. Jadi daripada ribut atau belrmasalah, lelbih baik ikuti aja apa 

kata peltugas.” 

 

Delngan delmikian, dapat disimpulkan bahwa aparat pelnelgak hukum 

melnunjukkan sikap dan komitmeln ylang telgas namun humanis  melnelrtibkan Pak 

Ogah, melskipun pellaksanaannyla bellum selpelnuhnyla konsisteln karelna 

keltelrbatasan kelwelnangan dan pelrsonell, selhingga pelnelrtiban celndelrung 

difokuskan pada tindakan ylang melngandung unsur pellanggaran selpelrti pungutan 

liar, selmelntara pelndelkatan pelrsuasif teltap melnjadi prioritas utama. 

4.1.1.4 Struktur Birokrasi 

Belrdasarkan hasil wawancara ylang dilaksanakan pada hari Selnin 2 

Felbruari 2026 delngan Bapak Iptu Slamat Timor Tarigan sellaku Kanit Polrelstabels, 

belliau melngatakan :  

“Dalam hal struktur birokrasi ini sayla melnjellaskan bahwa koordinasi 

antarinstansi, selpelrti kelpolisian dan dinas telrkait, sudah telrjalin delngan 

cukup baik, khususnyla  kelgiatan pelnelrtiban dan pelngamanan lalu lintas. 

Pelmbagian tugas masing-masing instansi tellah diatur selsuai delngan 

kelwelnangannyla. Akan teltapi, sayla melnilai bahwa melkanismel koordinasi 

telrselbut bellum selpelnuhnyla dipahami olelh masylarakat, selhingga 

dipelrlukan pelningkatan keltelrbukaan informasi agar masylarakat 

melngeltahui pelran dan tanggung jawab seltiap instansi  pelnelrtiban Pak 

Ogah.” 
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Sellanjutnyla belrdasarkan wawancara ylang dilakukan pada hari Selnin 2 

Felbruari 2026 delngan Bapak Brigpol Nico Sylahputra Sirait sellaku pelrsonell 

Satlantas Polrelstabels Meldan. Belliau melngatakan bahwa : 

“Telrkait koordinasi antarinstansi, melnurut sayla pelnanganan Pak Ogah 

tellah dilakukan mellalui patroli gabungan selcara rutin. Patroli telrselbut 

mellibatkan belrbagai instansi, antara lain kelpolisian, pelmelrintah daelrah, 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), selrta Dinas Pelrhubungan. 

Belntuk koordinasi ini melnunjukkan adanyla pelmbagian tugas dan kelrja 

sama lintas selktor  upayla pelnelrtiban Pak Ogah di lapangan.” 

 

Kelmudian belrdasarkan wawancara ylang dilakukan pada hari Selnin 2 

Felbruari 2026 delngan Bapak Felbriansylah Putra sellaku masylarakat. Belliau 

melngatakan bahwa : 

“Sayla melnilai bahwa pelnelrtiban Pak Ogah tellah dilakukan delngan cukup 

baik olelh instansi telrkait, baik dari Dinas Pelrhubungan maupun pihak 

kelpolisian. Namun delmikian, masylarakat lelbih melmahami bahwa pihak 

kelpolisian melmiliki pelran utama dan tanggung jawab telrbelsar  

pelnanganan Pak Ogah, khususnyla telrhadap melrelka ylang mellakukan 

praktik pungutan liar.” 

 

Kelmudian belrdasarkan wawancara ylang dilakukan pada hari Selnin 2 

Felbruari 2026 delngan Bapak Relnaldi sellaku pak ogah. Belliau melngatakan bahwa 

: 

“Waktu ada pelnelrtiban, biasanyla peltugas datang, telrus ngasih 

pelringatan dan nyluruh kami bubar dari lokasi. Kalau cuma pelnelrtiban 

biasa, yla disuruh pulang aja. Tapi kalau ylang agak selrius, ada juga ylang 

didata atau dibawa kel kantor buat dikasih pelmbinaan. Cuma seltellah itu, 

biasanyla nggak ada tindak lanjut ylang jellas, jadi kami juga kadang 

bingung harus bagaimana atau kel mana seltellah pelnelrtiban sellelsai.” 

 

Wawancara ini melnunjukkan bahwa struktur birokrasi dan koordinasi 

antarinstansi  pelnelrtiban Pak Ogah tellah belrjalan cukup baik mellalui pelmbagian 

tugas dan patroli gabungan lintas selktor, namun melkanismel telrselbut bellum 

selpelnuhnyla dipahami olelh masylarakat dan bellum diikuti delngan tindak lanjut 
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ylang jellas pascapelnelrtiban, selhingga elfelktivitas pelnanganan Pak Ogah masih 

bellum optimal. 

 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Komunikasi  

 

Belrdasarkan hasil pelnellitian di lapangan, aspelk komunikasi dalam 

implelmelntasi Pelraturan Daelrah Nomor 10 Tahun 2021 tellah dilaksanakan 

olelh aparat mellalui belrbagai belntuk sosialisasi, baik selcara langsung 

maupun tidak langsung. Sosialisasi dilakukan olelh aparat kelpolisian 

mellalui pelndelkatan pelrsuasif belrupa imbauan, telguran, selrta pelnjellasan 

kelpada masylarakat dan pelngatur lalu lintas tidak relsmi (Pak Ogah). 

Pelnylampaian informasi ini umumnyla dilakukan selcara langsung di titik-

titik pelrsimpangan jalan ylang melnjadi lokasi aktivitas Pak Ogah. 

Selcara normatif, substansi kelbijakan selbelnarnyla tellah jellas dan mudah 

dipahami. Hal ini dibuktikan dari pelrnylataan informan ylang melnylelbutkan 

bahwa larangan telrhadap pelngaturan lalu lintas olelh pihak ylang tidak 

belrwelnang sudah disampaikan delngan bahasa ylang seldelrhana dan dapat 

dimelngelrti. Namun delmikian, dalam praktiknyla, elfelktivitas komunikasi 

kelbijakan masih bellum optimal. 

Keltidakelfelktifan komunikasi ini ditunjukkan olelh masih adanyla 

pelrbeldaan tingkat pelmahaman di kalangan masylarakat. Selbagian 

masylarakat tellah melngeltahui adanyla larangan telrselbut, namun bellum 
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selpelnuhnyla melmahami urgelnsi dan tujuan dari kelbijakan telrselbut. 

Bahkan, dalam belbelrapa kondisi, masylarakat masih melmbelrikan tolelransi 

telrhadap kelbelradaan Pak Ogah karelna dianggap melmbantu kellancaran 

arus lalu lintas, telrutama di lokasi ylang minim pelngawasan dan fasilitas. 

Sellain itu, karaktelr komunikasi ylang celndelrung belrsifat pelrsuasif 

tanpa diikuti delngan tindakan telgas melnylelbabkan kelbijakan telrselbut 

kurang melmiliki dayla paksa. Imbauan ylang disampaikan selringkali hanyla 

dipandang selbagai pelringatan selmelntara, bukan selbagai aturan ylang harus 

dipatuhi selcara mutlak. Hal ini belrdampak pada relndahnyla tingkat 

kelpatuhan, baik dari masylarakat maupun dari pellaku pelngaturan lalu 

lintas tidak relsmi. 

Dari pelrspelktif telori ELdward III, kondisi ini melnunjukkan bahwa 

dimelnsi komunikasi bellum melmelnuhi indikator keljellasan, konsistelnsi, 

dan kelsinambungan selcara optimal. Komunikasi ylang elfelktif selharusnyla 

tidak hanyla mampu melnylampaikan informasi, teltapi juga melmbelntuk 

pelmahaman dan kelpatuhan ylang belrkellanjutan. Olelh karelna itu, dapat 

disimpulkan bahwa aspelk komunikasi dalam implelmelntasi kelbijakan ini 

masih melmelrlukan pelnguatan, baik dari selgi meltodel pelnylampaian, meldia 

ylang digunakan, maupun konsistelnsi pelsan ylang disampaikan kelpada 

masylarakat. 

4.2.2 Sumber Daya 

Aspelk sumbelr dayla melrupakan salah satu faktor krusial dalam 

melnelntukan kelbelrhasilan implelmelntasi kelbijakan. Belrdasarkan hasil 
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pelnellitian, ditelmukan bahwa keltelrseldiaan sumbelr dayla dalam 

pellaksanaan Pelraturan Daelrah Nomor 10 Tahun 2021 masih telrgolong 

telrbatas, baik dari selgi sumbelr dayla manusia maupun sarana dan 

prasarana pelndukung. 

Dari sisi sumbelr dayla manusia, jumlah pelrsonell aparat kelpolisian 

ylang belrtugas di lapangan bellum selbanding delngan luas wilaylah Kota 

Meldan selrta banylaknyla titik pelrsimpangan ylang melmelrlukan 

pelngawasan. Kondisi ini melnylelbabkan tidak selmua lokasi dapat diawasi 

selcara maksimal dan belrkellanjutan. Akibatnyla, telrdapat banylak titik 

rawan ylang tidak dijaga olelh peltugas relsmi, selhingga melmbuka pelluang 

bagi munculnyla kelmbali aktivitas pelngaturan lalu lintas olelh pihak tidak 

belrwelnang. 

Dari sisi sarana dan prasarana, keltelrbatasan fasilitas lalu lintas selpelrti 

rambu, marka jalan, selrta alat pelngatur lalu lintas juga melnjadi kelndala 

ylang signifikan. Kurangnyla fasilitas ini selcara tidak langsung 

melnciptakan kelkosongan fungsi di lapangan, ylang kelmudian diisi olelh 

pelran informal selpelrti Pak Ogah. Dalam belbelrapa kasus, masylarakat 

bahkan melnilai bahwa kelbelradaan Pak Ogah cukup melmbantu dalam 

melngurai kelmaceltan, telrutama di jam-jam sibuk. 

Kondisi ini melnunjukkan adanyla hubungan antara keltelrbatasan 

sumbelr dayla delngan munculnyla praktik pelngaturan lalu lintas non-relsmi. 

Keltika nelgara bellum mampu hadir selcara maksimal mellalui aparat dan 



40 

 

 
 

fasilitas ylang melmadai, maka masylarakat celndelrung melnciptakan solusi 

altelrnatif, melskipun solusi telrselbut tidak selsuai delngan keltelntuan hukum 

ylang belrlaku. 

Dalam pelrspelktif telori ELdward III, sumbelr dayla ylang tidak melmadai 

akan melnghambat elfelktivitas implelmelntasi kelbijakan, melskipun 

komunikasi tellah belrjalan delngan baik. Olelh karelna itu, dapat 

disimpulkan bahwa keltelrbatasan sumbelr dayla melnjadi salah satu faktor 

utama ylang melnylelbabkan implelmelntasi kelbijakan ini bellum belrjalan 

selcara optimal. 

4.2.3 Disposisi 

Disposisi atau sikap pellaksana melrupakan faktor pelnting ylang 

melmelngaruhi kelbelrhasilan implelmelntasi kelbijakan. Belrdasarkan hasil 

pelnellitian, dikeltahui bahwa aparat pelnelgak hukum melmiliki sikap dan 

komitmeln ylang cukup baik dalam mellaksanakan kelbijakan ini. Hal ini 

telrlihat dari adanyla upayla pelnelrtiban ylang dilakukan selcara rutin selrta 

kelsadaran aparat akan pelntingnyla melnjaga keltelrtiban dan kelsellamatan 

lalu lintas. 

Dalam pellaksanaannyla, aparat celndelrung melnggunakan pelndelkatan 

pelrsuasif dan humanis. Pelndelkatan ini dilakukan delngan 

melmpelrtimbangkan kondisi sosial masylarakat, khususnyla bagi para 

pellaku Pak Ogah ylang selbagian belsar mellakukan aktivitas telrselbut karelna 

alasan elkonomi. Pelndelkatan humanis ini belrtujuan untuk melnghindari 

konflik selrta melnjaga stabilitas sosial di lapangan. 
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Namun delmikian, sikap pellaksana ylang telrlalu melngeldelpankan 

pelndelkatan pelrsuasif tanpa diimbangi delngan pelnindakan ylang telgas 

justru belrpotelnsi melnurunkan elfelktivitas kelbijakan. Hal ini telrlihat dari 

masih adanyla Pak Ogah ylang kelmbali belraktivitas seltellah dilakukan 

pelnelrtiban. Sellain itu, keltelrbatasan kelwelnangan aparat dalam 

melmbelrikan sanksi hukum juga melnjadi kelndala dalam melnciptakan elfelk 

jelra. 

Pelnelrtiban ylang dilakukan celndelrung belrsifat situasional dan tidak 

konsisteln. Pada saat dilakukan opelrasi atau patroli, kelbelradaan Pak Ogah 

dapat ditelkan. Namun, keltika pelngawasan belrkurang, aktivitas telrselbut 

kelmbali muncul. Hal ini melnunjukkan bahwa implelmelntasi kelbijakan 

bellum mampu melmbelntuk kelpatuhan ylang belrsifat mandiri di 

masylarakat. 

Dalam kontelks telori ELdward III, disposisi pellaksana ylang baik 

selharusnyla tidak hanyla ditunjukkan mellalui sikap positif, teltapi juga 

mellalui konsistelnsi dalam tindakan. Olelh karelna itu, dapat disimpulkan 

bahwa melskipun aparat melmiliki komitmeln ylang baik, namun 

implelmelntasi kelbijakan masih bellum optimal karelna kurangnyla 

konsistelnsi dan keltelrbatasan dalam pelnelgakan hukum.  

4.2.4 Struktur Birokrasi  

Aspelk struktur birokrasi dalam implelmelntasi kelbijakan ini 

melnunjukkan bahwa tellah telrdapat melkanismel koordinasi antarinstansi 

ylang cukup baik. Pelnanganan masalah Pak Ogah tidak hanyla mellibatkan 
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kelpolisian, teltapi juga instansi lain selpelrti Dinas Pelrhubungan, Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satpol PP), selrta Dinas Sosial. Koordinasi ini 

diwujudkan mellalui patroli gabungan dan pelmbagian tugas selsuai delngan 

kelwelnangan masing-masing instansi. 

Selcara struktural, hal ini melnunjukkan bahwa implelmelntasi kelbijakan 

tellah didukung olelh sistelm birokrasi ylang telrorganisir. Namun, dalam 

praktiknyla, masih telrdapat belbelrapa kelndala ylang melmelngaruhi 

elfelktivitas pellaksanaan kelbijakan. 

Salah satu kelndala utama adalah bellum adanyla tindak lanjut ylang jellas 

seltellah pelnelrtiban dilakukan. Pak Ogah ylang tellah ditelrtibkan umumnyla 

hanyla dibelrikan pelmbinaan selmelntara atau diminta melninggalkan lokasi, 

tanpa adanyla solusi jangka panjang ylang dapat melngalihkan melrelka ke l 

pelkelrjaan ylang lelbih laylak. Akibatnyla, melrelka celndelrung kelmbali kel 

aktivitas selmula. 

Sellain itu, fragmelntasi antarinstansi juga melnjadi tantangan telrselndiri. 

Melskipun koordinasi tellah dilakukan, namun bellum selpelnuhnyla 

telrintelgrasi selcara optimal. Hal ini telrlihat dari bellum adanyla sistelm 

pelnanganan ylang belrkellanjutan dan telrpadu, khususnyla dalam aspelk 

pelmbinaan sosial. 

Di sisi lain, masylarakat juga bellum selpelnuhnyla melmahami pelran dan 

kelwelnangan masing-masing instansi dalam pelnanganan masalah ini. Hal 

ini melnylelbabkan pelrselpsi bahwa tanggung jawab utama hanyla belrada 



43 

 

 
 

pada pihak kelpolisian, padahal pelnanganan masalah ini melmelrlukan kelrja 

sama lintas selktor. 

Dalam pelrspelktif telori ELdward III, struktur birokrasi ylang elfelktif 

harus mampu melnciptakan koordinasi ylang solid selrta melmiliki proseldur 

ylang jellas dan belrkellanjutan. Olelh karelna itu, dapat disimpulkan bahwa 

melskipun struktur birokrasi tellah telrbelntuk, namun masih pelrlu dipelrkuat 

telrutama dalam hal intelgrasi antarinstansi dan keljellasan tindak lanjut 

kelbijakan. 

Belrdasarkan hasil pelnellitian ylang dilakukan pelnulis, implelmelntasi 

Pelraturan Daelrah Nomor 10 Tahun 2021 telntang larangan pelngaturan lalu lintas 

dan pungutan liar olelh pihak ylang tidak belrwelnang di Kota Meldan melnunjukkan 

adanyla upayla nylata dari pelmelrintah daelrah dan aparat pelnelgak hukum  

melnciptakan keltelrtiban dan kelsellamatan lalu lintas. Kelbijakan ini pada dasarnyla 

tellah dijalankan mellalui kelgiatan pelnelrtiban, pelngawasan, selrta pelmbelrian 

imbauan kelpada masylarakat dan pihak-pihak ylang telrlibat langsung di lapangan. 

Hasil pelnellitian melnunjukkan bahwa pelnylampaian kelbijakan kelpada 

masylarakat tellah dilakukan selcara langsung mellalui intelraksi di lapangan. Aparat 

kelpolisian selcara aktif melmbelrikan pelnjellasan melngelnai larangan kelbelradaan 

Pak Ogah selrta risiko ylang dapat ditimbulkan dari aktivitas pelngaturan lalu lintas 

non-relsmi. Melskipun delmikian, pelmahaman masylarakat telrhadap kelbijakan 

telrselbut masih belragam. Selbagian masylarakat masih melmandang kelbelradaan Pak 

Ogah selbagai solusi selmelntara  melngatasi kelmaceltan, khususnyla di 

pelrsimpangan ylang tidak dijaga olelh peltugas relsmi atau bellum dilelngkapi delngan 
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rambu lalu lintas ylang melmadai. Pelrselpsi ini melnunjukkan adanyla kelselnjangan 

antara tujuan kelbijakan delngan relalitas kelbutuhan masylarakat di lapangan. 

Pellaksanaan pelnelrtiban juga dihadapkan pada kondisi keltelrbatasan ylang 

melmelngaruhi intelnsitas dan kelbelrlanjutan kelgiatan di lapangan. Luas wilaylah 

Kota Meldan selrta tingginyla mobilitas kelndaraan melnylelbabkan aparat harus 

mellakukan pelnylelsuaian  melnelntukan prioritas pelnelrtiban. Akibatnyla, pelnelrtiban 

tidak sellalu dapat dilakukan selcara rutin dan melnylelluruh di selluruh titik rawan. 

Kondisi ini turut melmunculkan ruang bagi munculnyla kelmbali aktivitas Pak 

Ogah seltellah pelnelrtiban dilakukan, selhingga elfelktivitas kelbijakan bellum 

selpelnuhnyla telrcapai. 

Di sisi lain, aparat pelnelgak hukum tellah belrupayla melnjalankan kelbijakan 

delngan pelndelkatan ylang melngeldelpankan aspelk pelrsuasif dan humanis. 

Pelndelkatan ini dinilai pelnting untuk melnjaga stabilitas sosial selrta melnghindari 

konflik di lapangan. Pelnelrtiban lelbih diarahkan pada pelncelgahan praktik 

pungutan liar ylang selcara langsung melrugikan pelngguna jalan. Namun, 

keltelrbatasan kelwelnangan hukum melnylelbabkan aparat tidak sellalu dapat 

mellakukan pelnindakan telgas, selhingga pelnanganan lanjutan selring kali 

diselrahkan kelpada instansi telrkait. Hal ini melnunjukkan bahwa pellaksanaan 

kelbijakan bellum selpelnuhnyla didukung olelh melkanismel pelnelgakan ylang mampu 

melmbelrikan elfelk jelra selcara belrkellanjutan. 

Koordinasi antarinstansi  pelnanganan Pak Ogah tellah dilakukan mellalui 

kelrja sama lintas selktor, selpelrti patroli gabungan dan pelmbagian tugas selsuai 

kelwelnangan masing-masing instansi. Melskipun koordinasi telrselbut tellah 
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belrjalan, hasil pelnellitian melnunjukkan bahwa tindak lanjut pascapelnelrtiban 

bellum dirasakan selcara optimal. Pak Ogah ylang tellah ditelrtibkan umumnyla 

hanyla diminta melninggalkan lokasi atau dibelrikan pelmbinaan singkat tanpa 

adanyla keljellasan arah pelnanganan sellanjutnyla. Kondisi ini melnylelbabkan 

keltidakpastian bagi pihak ylang ditelrtibkan dan belrpotelnsi melndorong melrelka 

kelmbali mellakukan aktivitas ylang sama. 

Sellain itu, faktor sosial dan elkonomi juga melnjadi aspelk ylang tidak dapat 

diabaikan  pelmbahasan implelmelntasi kelbijakan ini. Kelbelradaan Pak Ogah tidak 

hanyla belrkaitan delngan pellanggaran aturan, teltapi juga melncelrminkan 

keltelrbatasan kelselmpatan kelrja selrta upayla individu untuk melmelnuhi kelbutuhan 

hidup.  kontelks ini, kelbijakan pelnelrtiban ylang hanyla belrfokus pada pelnghapusan 

aktivitas Pak Ogah tanpa diselrtai solusi altelrnatif belrpotelnsi melnimbulkan 

pelrmasalahan sosial baru. Olelh karelna itu, implelmelntasi kelbijakan melmbutuhkan 

pelndelkatan ylang lelbih komprelhelnsif delngan melmpelrtimbangkan aspelk 

keltelrtiban lalu lintas dan kelseljahtelraan sosial selcara selimbang. 

Selcara kelselluruhan, hasil pelmbahasan melnunjukkan bahwa implelmelntasi 

Pelraturan Daelrah Nomor 10 Tahun 2021 di Kota Meldan tellah belrjalan, namun 

masih melnghadapi belrbagai tantangan  pellaksanaannyla. Upayla pelnelrtiban, 

sosialisasi, dan koordinasi tellah dilakukan, teltapi bellum selpelnuhnyla mampu 

melnghilangkan kelbelradaan pelngaturan lalu lintas non-relsmi dan praktik pungutan 

liar. Dipelrlukan konsistelnsi pellaksanaan, keljellasan tindak lanjut pascapelnelrtiban, 

selrta pelndelkatan ylang lelbih telrpadu agar tujuan kelbijakan  melnciptakan 
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keltelrtiban dan kelsellamatan lalu lintas dapat telrcapai selcara optimal dan 

belrkellanjutan. 

 praktiknyla, kelbelrlanjutan implelmelntasi kelbijakan ini sangat dipelngaruhi 

olelh konsistelnsi pelngawasan di lapangan. Hasil pelnellitian melnunjukkan bahwa 

keltika pelnelrtiban dilakukan selcara rutin, kelbelradaan Pak Ogah celndelrung 

belrkurang. Namun, keltika pelngawasan mulai belrkurang, aktivitas telrselbut 

kelmbali muncul. Kondisi ini melngindikasikan bahwa implelmelntasi kelbijakan 

masih belrsifat situasional dan bellum telrlelmbaga selcara kuat  sistelm pelngawasan 

lalu lintas. Keltelrgantungan pada kelhadiran peltugas di lapangan melnunjukkan 

bahwa kelbijakan bellum selpelnuhnyla mampu melmbelntuk kelpatuhan selcara 

mandiri di telngah masylarakat. 

Sellain itu, telrdapat pelrbeldaan pelrselpsi antara aparat, masylarakat, dan Pak 

Ogah  melmaknai kelbijakan ini. Aparat melmandang kelbijakan selbagai upayla 

melnjaga keltelrtiban dan kelsellamatan, selmelntara selbagian masylarakat melnilainyla 

dari sudut pandang fungsional, ylaitu seljauh mana kelbelradaan Pak Ogah mampu 

melmbantu kellancaran lalu lintas. Di sisi lain, Pak Ogah selndiri melmaknai 

pelnelrtiban selbagai belntuk pelmbatasan telrhadap sumbelr pelnghidupan melrelka. 

Pelrbeldaan pelrselpsi ini melnjadi tantangan telrselndiri  pellaksanaan kelbijakan, 

karelna melmelngaruhi tingkat pelnelrimaan dan kelpatuhan pihak-pihak ylang 

telrlibat. 

Telmuan pelnellitian juga melnunjukkan bahwa pelndelkatan ylang celndelrung 

pelrsuasif dan tolelran, melskipun elfelktif  melnjaga stabilitas sosial, belrpotelnsi 

melnurunkan dayla paksa kelbijakan. Keltika pelnelrtiban tidak diikuti delngan 
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konselkuelnsi ylang jellas dan belrkellanjutan, kelbijakan belrisiko dipelrselpsikan 

selbagai aturan ylang dapat ditawar atau diabaikan. Hal ini telrlihat dari masih 

adanyla Pak Ogah ylang kelmbali belraktivitas seltellah dilakukan pelnelrtiban, 

telrutama di lokasi-lokasi ylang minim pelngawasan dan fasilitas lalu lintas. 

Di sisi lain, keltelrbatasan sarana dan prasarana lalu lintas turut 

melmelngaruhi elfelktivitas kelbijakan. Pelrsimpangan ylang bellum dilelngkapi rambu, 

marka jalan, atau alat pelngelndali lalu lintas selcara tidak langsung melnciptakan 

ruang bagi munculnyla pelran informal  pelngaturan lalu lintas. Kondisi ini 

melnunjukkan bahwa kelbijakan pelnelrtiban selharusnyla belrjalan seliring delngan 

upayla pelrbaikan infrastruktur lalu lintas agar tidak melnimbulkan kelkosongan 

fungsi di lapangan. 

Lelbih jauh, hasil pelnellitian melmpelrlihatkan bahwa pelnanganan Pak Ogah 

bellum selpelnuhnyla telrintelgrasi delngan kelbijakan sosial ylang belrsifat prelvelntif. 

Pelmbinaan ylang dilakukan celndelrung belrsifat selmelntara dan bellum diarahkan 

pada solusi jangka panjang, selpelrti pelmbelrdaylaan atau pelngalihan aktivitas kel 

selktor ylang lelbih formal. Tanpa adanyla altelrnatif ylang jellas, kelbijakan 

pelnelrtiban belrpotelnsi hanyla melmindahkan masalah dari satu titik kel titik lain 

tanpa melnylellelsaikan akar pelrmasalahan. 

 kontelks ini, implelmelntasi kelbijakan dapat dipahami selbagai prosels ylang 

tidak hanyla belrkaitan delngan pelnelgakan aturan, teltapi juga melnylangkut 

kelmampuan pelmelrintah  melngellola dinamika sosial ylang muncul selbagai 

dampak kelbijakan. Keltidakselimbangan antara pelnelrtiban dan pelnyleldiaan solusi 

pelndukung dapat melmelngaruhi tingkat kelbelrhasilan kelbijakan selcara 
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kelselluruhan. Olelh karelna itu, kelbelrhasilan implelmelntasi tidak cukup diukur dari 

belrkurangnyla jumlah Pak Ogah selcara telmporelr, mellainkan dari telrciptanyla 

kondisi lalu lintas ylang telrtib, aman, dan belrkellanjutan tanpa keltelrgantungan 

pada pelran informal. 

Delngan delmikian, pelmbahasan ini melnelgaskan bahwa implelmelntasi 

Pelraturan Daelrah Nomor 10 Tahun 2021 masih melmelrlukan pelnguatan  

pellaksanaan di lapangan. Kelbijakan tellah dijalankan dan melnunjukkan hasil, 

namun bellum selpelnuhnyla mampu melnjawab komplelksitas pelrmasalahan ylang 

ada. Dipelrlukan upayla ylang lelbih telrpadu, konsisteln, dan belrorielntasi jangka 

panjang agar tujuan kelbijakan dapat telrcapai selcara optimal selrta ditelrima selcara 

luas olelh selluruh ellelmeln masylarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Belrdasarkan hasil pelnellitian dan pelmbahasan melngelnai implelmelntasi 

Pelraturan Daelrah Nomor 10 Tahun 2021 telntang larangan pelngaturan lalu lintas 

dan pungutan jalan di Kota Meldan, maka dapat ditarik simpulan selbagai belrikut: 

a) Komunikasi dilaksanakan mellalui sosialisasi dan imbauan langsung olelh 

aparat di lapangan. Informasi melngelnai larangan kelbelradaan Pak Ogah 

tellah disampaikan kelpada masylarakat dan Pak Ogah, namun pelmahaman 

ylang telrbelntuk masih belragam. Hal ini diselbabkan olelh pelnylampaian 

ylang celndelrung belrsifat pelrsuasif dan bellum diselrtai pelnelgakan ylang 

konsisteln, selhingga kelpatuhan telrhadap kelbijakan bellum selpelnuhnyla 

telrcapai. 

b) Sumbelr dayla pellaksana kelbijakan masih telrgolong telrbatas, baik dari selgi 

jumlah pelrsonell maupun keltelrseldiaan fasilitas pelndukung lalu lintas. 

Keltelrbatasan telrselbut melmelngaruhi intelnsitas pelngawasan dan pelnelrtiban 

di lapangan, khususnyla pada pelrsimpangan ylang rawan kelmaceltan dan 

bellum dijaga olelh peltugas relsmi, selhingga melmbuka ruang bagi 

kelbelradaan Pak Ogah. 

c) Sikap dan komitmeln aparat pellaksana melnunjukkan adanyla upayla 

pelnelrtiban ylang telgas namun teltap melngeldelpankan pelndelkatan humanis. 

Pelnelrtiban difokuskan pada pelncelgahan praktik pungutan liar, namun 

pellaksanaannyla bellum selpelnuhnyla konsisteln karelna keltelrbatasan 
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kelwelnangan dan prioritas tugas lain, selhingga bellum melmbelrikan elfelk 

jelra ylang belrkellanjutan. 

d) Struktur birokrasi dan koordinasi antarinstansi  pelnanganan Pak Ogah 

tellah belrjalan mellalui pelmbagian tugas dan patroli gabungan lintas selktor. 

Melskipun delmikian, melkanismel telrselbut bellum selpelnuhnyla dipahami 

olelh masylarakat dan bellum diikuti delngan tindak lanjut ylang jellas seltellah 

pelnelrtiban, selhingga elfelktivitas kelbijakan masih pelrlu ditingkatkan. 

5.2 Saran 

Belrdasarkan hasil pelnellitian dan kelsimpulan ylang tellah disampaikan 

untuk melnciptakan keltelrtiban lalu lintas di Kota Meldan, pelnulis juga 

melmbelrikan belbelrapa saran selbagai belrikut: 

a) Pada aspelk komunikasi kelbijakan, disarankan agar pelmelrintah daelrah dan 

aparat telrkait melningkatkan intelnsitas selrta variasi sosialisasi kelbijakan 

selcara belrkellanjutan, tidak hanyla mellalui imbauan lisan di lapangan, 

teltapi juga mellalui meldia informasi ylang mudah diaksels masylarakat, 

selhingga pelmahaman dan kelpatuhan telrhadap kelbijakan dapat melningkat. 

b) Pada aspelk sumbelr dayla, pelmelrintah daelrah pelrlu melnambah jumlah 

pelrsonell pelngawas lalu lintas selrta mellelngkapi fasilitas pelndukung, 

khususnyla di pelrsimpangan rawan kelmaceltan, agar pellaksanaan 

pelnelrtiban dapat dilakukan selcara lelbih optimal dan melrata di selluruh 

wilaylah. 

c) Pada aspelk sikap dan komitmeln pellaksana, aparat pelnelgak hukum 

diharapkan dapat melningkatkan konsistelnsi pellaksanaan pelnelrtiban selrta 
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melmpelrjellas belntuk pelnindakan ylang dilakukan, selhingga kelbijakan tidak 

hanyla belrsifat pelrsuasif, teltapi juga mampu melmbelrikan elfelk jelra selcara 

proporsional. 

d) Pada aspelk struktur birokrasi, dipelrlukan pelnguatan koordinasi dan 

keljellasan melkanismel tindak lanjut pascapelnelrtiban antarinstansi telrkait, 

selrta pelningkatan keltelrbukaan informasi kelpada masylarakat melngelnai 

pelran dan kelwelnangan masing-masing instansi, agar implelmelntasi 

kelbijakan dapat belrjalan lelbih elfelktif dan belrkellanjutan. 
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